
Jurnal Economix Volume 3 Nomor 1 Juni 2015 

 

13 
 

PENGARUH DANA TRANSFER PUSAT TERHADAP PERTUMBUHAN 

EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN 

 

Muhammad Hasan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar 

Email : hasdiansa@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh transfer pusat sebagai variabel bebas 

terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat melalui belanja modal sebagai 

variabel perantara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

model persamaan regresi panel data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang terkait transfer pusat, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal 

Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) 

dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari DAU, DBH dan suku bunga 

berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi DAK berpengaruh negatif terhadap 

belanja modal, (2) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan; dan (3) dana transfer 

pemerintah (DAU) pusat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

belanja modal dan DBH serta DAK dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. 
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ABSTRACT 

This study aimed to assess the effect of the transfer center as independent variables on 

economic growth as the dependent variable through capital expenditures as intermediate 

variables. This study is a quantitative study using data panel regression model. The data 

used in this study is related secondary data center transfers, economic growth and 

capital expenditures district/city of South Sulawesi Province. These results indicate that 

(1) the central government transfers funds consisting of DAU, DBH and interest rates 

positive effect on capital expenditure but DAK negative effect on capital expenditures; 

(2) capital expenditures and significant positive effect on economic growth 

districts/cities in South Sulawesi; and (3) government transfers funds (DAU) center 

positive effect on economic growth through capital expenditures and DBH and DAK 

and interest rates negatively affect economic growth through capital expenditures. 
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PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang 

telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, telah 

membawa perubahan dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. 

Terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam 

berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah maka desentralisasipun terjadi, baik 

yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan 

yang lain semuanya dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dalam pengelolaan keuangan 

daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam 

pengambilan kebijakan penggunaan transfer dana perimbangan maupun dana yang 

bersumber dari pendapatan daerah atau penerimaan daerah yang sah. 

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama 

pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan 

dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah mengurangi kesenjangan 

fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik 

minimum di seluruh daerah (Simanjuntak, 2001). 

Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana 

Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam beberapa tahun berjalan dari tahun 2005-

2010, proporsi dana perimbangan di Sulawesi Selatan terhadap penerimaan daerah 

masih cukup tinggi dibandingkan penerimaan yang lain.  

Pada tahun 2005 transfer dana yang diterima Sulawesi Selatan sebesar Rp 

4,927,576; tahun 2006 sebesar Rp 7,457,970; pada tahun 2007 sebesar Rp 8,674,330; 

tahun 2008 sebesar Rp 9,551,963; pada tahun 2009 sebesar Rp 9,571,311 dan pada 

tahun 2010 sebesar Rp 10,275,505. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketergantungan 

Sulawesi Selatan terhadap transfer dana dari pusat masih cukup tinggi. Ketergantungan 

seperti ini harus dikurangi agar pelaksanaan desentralisasi dapat benar-benar terwujud.  

Dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran 

dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah 

untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif 

dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus 

perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan 

adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru 

sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan.  

Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan 

kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peranan 

penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat 

mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Saat pemerintah daerah 

memutuskan untuk melakukan alokasi ke belanja modal melalui pembangunan 

infrastruktur, maka dana perimbangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena 

dengan adanya infrastruktur yang baik maka akan mengundang minat para investor 

yang secara umum membantu menggiatkan kegiatan ekonomi, dan selanjutnya tentu 

saja membuka berbagai lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. Belanja 

modal merupakan salah satu komponen yang dapat di andalkan dalam upaya 

menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Begitupun pada pemerintah Sulawesi 

Selatan yang lebih cenderung mengalokasikan dana perimbangan pada belanja pegawai. 

Pada tahun 2005 belanja yang dialokasikan pemerintah untuk belanja pegawai 

sebesar 45.49 % dan belanja modal hanya sebesar 22.06 % dan pada tahun 2010 alokasi 
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belanja pegawai sebesar 48.57 % meningkat sebesar 3.08 % dan belanja modal sebesar 

22.36 % naik sebesar 0.30 %. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2010 

Pemerintah Sulawesi Selatan mulai meningkatkan alokasi dana pada belanja modal, 

walaupun masih relatif kecil. Transfer pusat seharusnya dioptimalkan untuk 

memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor 

produktif di daerah. 

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur 

dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Sebab, 

dengan semakin tingginya belanja modal maka akan semakin tinggi pula produktivitas 

ekonomi. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya 

dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas 

pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (dalam Darwanto dan 

Yustikasari, 2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak 

untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyirat pentingnya 

mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.  

Dalam era otonomi masing-masing daerah berlomba untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. 

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan 

ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan 

dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan 

mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 

2004). Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor 

ekonomi yang adakalanya satu sama lain saling mempengaruhi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui pengaruh dana 

transfer pemerintah pusat dan suku bunga terhadap belanja modal di kabupaten/kota 

Sulawesi Selatan; (2) mengetahui pengaruh belanja modal pemerintah pusat terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sulawesi Selatan; dan (3) mengetahui 

pengaruh dana transfer pemerintah pusat dan suku bunga terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kabupaten/kota Sulawesi Selatan melalui variabel belanja modal. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transfer pusat sebagai 

variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat melalui belanja 

modal sebagai variabel perantara. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD yang ada di 

Sulawesi Selatan tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan 24 sampel yang terdiri 

dari 21 Kabupaten dan 3 Kota di Sulawesi Selatan, sehingga jumlahnya (24 dikali 6 

tahun = 144 sampel). 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh bersumber dari : 

1) Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2005-2010 

bersumber dari kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 2) Data Dana Alokasi Umum 

pada kurun waktu tahun 2005-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sulawesi 

Selatan, 3) Data Dana Bagi Hasil pada kurun waktu tahun 2005-2010 bersumber dari 

kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 4) Data Belanja Modal pada kurun waktu tahun 

2005-2010 bersumber dari kantor BPS Propinsi Sulawesi Selatan. 

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan 

teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk mendapatkan 

informasi melalui catatan, literatur, dan lain-lain yang masih relevan, dan teknik 

dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan 

informasi yang berkaitan dengan obyek studi. 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah model persamaan regresi panel data. 

Model persamaan regresi panel data dan 2SLS (dua tahap) yang menggambarkan 

hubungan antara Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus 

sebagai variabel independen terhadap variabel perantara yakni Belanja Modal, sehingga 

dapat digunakan untuk menafsirkan nilai Y apabila variabel X diketahui dengan 

formulasi sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) 

𝑌𝐷𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛼2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛼3𝑋3𝑖𝑡 + 𝑒 (1) 
Dimana : 

Y   = Indeks Belanja Modal 

𝑋1  = Indeks Dana Alokasi Umum 

𝑋2 = Indeks Dana Bagi Hasil  

𝑋3 = Indeks Dana Alokasi Khusus 

𝛼  = Koefisien Regresi 

𝑒  = Tingkat Kesalahan 

𝑖     = Kabupaten/Kota 

𝑡    = Tahun 

Dimana rumus untuk menghitung indeks Belanja Modal (BM), DAU, DBH, 

DAK sebagai berikut : 

Indeks BM = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑀𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎  𝑃𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎 ℎ
 

Indeks DAU = 
𝐷𝐴?𝑖

𝐷𝐴𝑈 𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑆𝑢𝑙𝑠𝑒𝑙
 

Indeks DBH = 
𝐷𝐵𝐻𝑖

𝐷𝐵𝐻 𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑆𝑢𝑙𝑠𝑒𝑙
 

Indeks DAK = 
𝐷𝐴𝐾𝑖

𝐷𝐴𝐾 𝑅𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑆𝑢𝑙𝑠𝑒𝑙
 

Untuk melihat pengaruh belanja modal dan suku bunga terhadap pertumbuhan 

ekonomi, formulasinya sebagai berikut : 

𝑍 = 𝑓(𝑌, 𝑅) 

𝑍𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅 + 𝑒1 (2) 

=  𝛽0 + 𝛽1 𝛼0 + 𝛼1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛼2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛼3𝑋3𝑖𝑡 + 𝑒 +  𝛽2𝑅 + 𝑒1 

= 𝛽0 + 𝛽1𝛼0 + 𝛽1𝛼1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽1𝛼2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽1𝛼3𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽1𝑒 + 𝛽2𝑅 + 𝑒1 
Keterangan : 

Z = Pertumbuhan Ekonomi 

𝛽 = Koefisien Regresi  

Y = Indeks Belanja Modal 

𝑅 = Suku Bunga  

𝑖   = Kabupaten/Kota 

𝑡  = Tahun 

e  = Tingkat Kesalahan 

Sehingga untuk melihat pengaruh DAU, DBH, DAK terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui variabel belanja modal formulasi yang digunakan seperti berikut : 

𝑍𝑖𝑡 =  𝜌0 + 𝜌1𝑋1𝑖𝑡 + 𝜌2𝑋2𝑖𝑡 + 𝜌3𝑋3𝑖𝑡 + 𝜌4𝑅 + 𝑒2 

𝐷𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 ∶  𝜌0 = 𝛽0 + 𝛽1𝛼0 

𝜌1 = 𝛽1 ∗ 𝛼1 

𝜌2 =  𝛽1 ∗ 𝛼2 

𝜌3 =  𝛽1 ∗ 𝛼3 

𝜌4 =  𝛽2 

𝑒2 =  𝛽1𝑒 + 𝑒1 
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Keterangan : 

Z = Pertumbuhan Ekonomi 

𝜌  = Koefisien regresi  

𝑋1  = Indeks Dana Alokasi Umum 

𝑋2 = Indeks Dana Bagi Hasil  

𝑋3 = Indeks Dana Alokasi Khusus 
e    = Tingkat kesalahan 

HASIL PENELITIAN 

Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Suku Bunga terhadap Belanja 

Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

adalah 0.053087, dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa 

dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), 

maka setiap kenaikan satu persen DAU akan meningkatkan 0.053087 persen Belanja 

Modal di Sulawesi Selatan.  

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 

0.189281  dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa 

dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), 

maka setiap kenaikan satu persen DBH akan meningkatkan 0.189281 persen Belanja 

Modal di Sulawesi Selatan.  

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah -0.000232 dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa 

dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), 

maka setiap kenaikan satu persen DAK akan menurunkan -0.000232 persen Belanja 

Modal di Sulawesi Selatan.  

Hal ini sejalan dengan teori Pengeluaran Pemerintah yaitu dengan meningkatnya 

pendapatan pemerintah maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. 

Menurut Wagner (hukum Wagner) bahwa dalam suatu perekonomian apabila 

pendapatan meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.  

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Alfian H. Harahap 

tahun 2009, Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

terhadap Belanja Modal. Variabel yang digunakan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana 

Bagi Hasil SDA dan Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

simultan kedua variabel independen berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Suku Bunga sebesar  0.097050  

dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga 

agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), maka setiap 

kenaikan satu persen Suku Bunga akan meningkatkan 0.097050 persen Belanja Modal 

di Sulawesi Selatan.  

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Selatan 

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Belanja Modal adalah 0.060560, 

dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga 

agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), maka setiap 

kenaikan satu persen Belanja Modal akan meningkatkan 0.060560 persen Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan.  

Penelitian yang dilakukan Gunawan Wahyudi Septian tahun 2008, Pengaruh 

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di 

Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh 

Belanja Modal, dan Belanja Modal juga akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. 
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Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melalui Belanja Modal 

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

adalah 0.629336, dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa 

dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), 

maka setiap kenaikan satu persen DAU akan meningkatkan 0.629336 persen 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.  

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Bagi Hasil  (DBH) adalah -

0.066022, dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa 

dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), 

maka setiap penurunan satu persen DBH akan menurunkan 0.066022 persen 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. 

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah -0.060603, dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti 

bahwa dengan menjaga agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris 

paribus), maka setiap penurunan satu persen DAK akan menurunkan 0.060603 persen 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska Sihite tahun 2009, 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun variabel Belanja Modal 

tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini mendukung teori 

pertumbuhan Neo Klasik yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat per-

tumbuhan. 

Koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel Suku Bunga sebesar  -0.027049  

dengan tingkat signifikan adalah 5 % (α = 0,05). Hal ini berarti bahwa dengan menjaga 

agar variabel-variabel independen lainnya konstan (ceteris paribus), maka setiap 

penurunan satu persen Suku Bunga akan meningkatkan 0.097050 persen Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan.  

Penyebab utama rendahnya suku bunga saat ini adalah tingkat Inflasi tahunan 

yang rendah. Ini yang menyebabkan Bank Indonesia berani terus menurunkan Suku 

Bunga, bukan karena desakan berbagai pihak agar Bank Indonesia menurunkan Suku 

Bunga. Bank Indonesia akan selalu menggunakan positive real interest rate dalam 

kebijakan moneternya. Kebijakan positive real interest rate adalah kebijakan yang 

menjaga Suku Bunga Nominal yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat Inflasi. 

Sehingga pada saat Pertumbuhan Ekonomi rendah maka Inflasi akan rendah, lalu Suku 

Bunga akan direndahkan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Setelah ekonomi 

tumbuh tinggi maka akan terjadi Inflasi, lalu Suku Bunga harus dinaikkan kembali agar 

ekonomi dapat dikendalikan. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para 

pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin 

rendah tingkat bunga semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha 

(Sukirno, 1998).  

Perbandingan Signifikansi Dana Transfer dan Suku Bunga terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melalui Belanja 

Modal 

Dari hasil analisis regresi dengan menggunakan panel data dan 2SLS mengenai 

besaran pengaruh masing masing dependen variabel (Dana Transfer dan Suku Bunga) 

terhadap variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi) melalui Belanja Modal, maka 
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diperoleh hasil bahwa DAU memiliki besaran koefisien sebesar 0.629336, DBH 

memiliki koefisien sebesar  -0.066022, DAK memiliki koefisien sebesar -0.060603 dan 

Suku Bunga memiliki koefisien sebesar -0.027049 dengan tingkat probabilitas masing-

masing yaitu DAU dan Suku Bunga sebesar 0.000, sedangkan DBH sebesar 0.0679 dan 

DAK sebesar 0.0544. 

Hal ini membuktikan bahwa untuk Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2005-2010 lebih dipengaruhi oleh Dana Transfer (DAU, 

DBH, DAK). Dengan kata lain tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di 

Sulawesi Selatan terhadap besarnya Dana Transfer pusat ke daerah masih sangat besar 

atau pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih belum mandiri dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

PENUTUP 

Simpulan 

1. Dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari DAU, DBH dan suku bunga 

berpengaruh positif terhadap belanja modal, tetapi DAK berpengaruh negatif 

terhadap belanja modal. Lewat pengujian regresi panel terlihat signifikansinya lebih 

dari 0.05. Ini membuktikan bahwa dana transfer (DAU dan DBH) dan suku bunga 

signifikan mempengaruhi belanja modal. 

2. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota Sulawesi Selatan. 

3. Dana transfer pemerintah pusat (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui belanja modal dan DBH serta DAK dan suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Dengan 

menggunakan metode pengujian 2SLS terlihat signifikansinya lebih kecil dari 0.05, 

hasil ini membuktikan bahwa dana transfer tidak signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan melalui belanja modal. Bisa saja ini dikarenakan alokasi belanja 

modal yang dilakukan pemerintah daerah relatif lebih kecil dibandingkan dengan 

alokasi ke belanja pemerintah yang lain. 

Saran 

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan 

fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. 

Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga 

pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat. Dengan meningkatnya 

pendapatan masing-masing daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap dana transfer  dari pemerintah pusat. 

2. Pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara 

optimal atas sektor-sektor pembangunan. Karena dengan adanya penetapan skala 

prioritas pembangunan ini akan mampu memberikan efek multiplier terhadap 

perekonomian masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

3. Pemerintah daerah tetap perlu lebih memperbesar porsi belanja modal 

dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Dengan 

perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran 

pengeluaran kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan, maka akan dapat 

mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat lokal. 
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